PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR § TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 17 ayat
(4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat
(5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal
39 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Sampah di Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Sampah.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

S5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5617);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan
Recyle melalui Bank Sampabh;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11 ,Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 100 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah

Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

G o o b e

Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungnan Hidup Kabupaten Lombok
Barat.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam
yang berbentuk padat berupa sampah domestik yang berasal dari kegiatan
rumah tangga, tempat usaha dan/atau komersial, fasilitas umum, fasilitas
sosial, tempat industri, pertanian, dan tempat fasilitas lainnya.

Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu
wilayah tertentu.
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Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sampah Organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun
tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.

Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam
tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.
Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian
timbulan  sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan
pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk
pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat,ekonomi,
teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan
juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Pengelolaan Sampah secara swakelola, yang selanjutnya disebutPengelolaan
Sampah mandiri, adalah Pengelolaan Sampah yangdilaksanakan sendiri
oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat selakupenghasil
sampabh.

Pelanggan adalah penghasil sampah yang menerima pelayanan jasa
Pengelolaan Sampah.

Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam
yangmenghasilkan timbulan sampah.

Pelaku usaha dan/ atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam
menjalankan wusaha dan/ atau kegiatannya berpotensi dan atau
menghasilkan sampah.

Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab
mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha
millik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentukapapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
lainnya.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur
ulang, pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir.

Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke dalam truk
sampah untuk diangkut ke TPA

Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan,
dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di
lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai,
mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan
sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
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Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat
sumber sampah dan atau TPS, TPS 3 R ke TPA.

Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih
lanjut,dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Insenerasi adalah pengolahan sampah dengan cara membakar menggunakan
incenerator yang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sanitary landfill adalah pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPA
dengancara menimbun sampah lapis demi lapis dan ditutup dengan tanah
penutup antaradan tanah penutup akhir

Penyedia jasa Pengelolaan Sampah adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas fungsi di
bidang Pengelolaan Sampah.

[zin pelayanan Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan untuk
kegiatan Pengelolaan Sampah,

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan Sampah, untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pembayaran atas
pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pengelolaan Sampah /
kebersihan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis
dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Barat
sehingga terwujudnya pola hidup yang berwawasan lingkungan dan
meningkatnya upaya Pengelolaan Sampah serta kepedulian masyarakat dalam
pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.




Sedangkan tujuannya wuntuk mengendalikan timbulan sampah guna
mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
Pengurangan dan Penanganan Sampabh;
Pembentukan Badan Layanan Unit Daerah Persampahan;
Tata Cara penggunaan Hak pengelolaan sampah bagi perorangan;
Tata cara kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah, pelabelan atau
penandaan, dan kewajiban produsen;
Persyaratan administratif dan teknis izin pengelolaan sampabh;
Tata cara memperoleh izin, jenis usaha pengelolaan sampah yang
mendapatkan izin dan tata cara pengumuman;
tata cara pengenaan sanksi administratif;
. Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif;
Tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
Tata cara pengawasan dan pengendaian terhadap pelaksanaan pengelolaan
sampah.
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BAB III
PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengurangan Sampah

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah dilakukan
oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. pelaku usaha; dan/atau
c. masyarakat.
(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. pembatasan timbunan sampah;
b. pendaur ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.
(3) Pengurangan sampah yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan
produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
b. fasilitas pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan
memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan
guna ulang sampabh.
(4) Pengurangan sampah yang di lakukan oleh pelaku usaha sebagaimana di
maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan :
a. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit V
mungkin;



b. mengunakan bahan dan hasil produksi yang dapat diguna ulang;
c. menghasilkan produksi yang dapat di daur ulang; dan / atau
d. menghasilkan produksi yang mudah di urai oleh proses alam.

(5) Pengurangan sampah yang di lakukan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan melalui kegiatan :
a. mengunakan bahan yang dapat di guna ulang;
b. mengunakan bahan yang dapat di daur ulang; dan/atau
c. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh proses alam.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pengelolaan sampah berupa penanganan sampah dapat
dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. pelaku usaha; dan/atau
c. masyarakat.

(2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:

pemilahan:

pengumpulan:

pengangkutan;

pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir sampah.
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(3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam
bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis , jumlah,
dan/atau sifat sampah.

(4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah
ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

(5) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan
dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah
terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.

(6) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam
bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.

(7) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
dilaksanakan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 6

(1) Pemilahan sampah oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara
pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai janis, sumber dan/atau sifat
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditempat
penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau
tempat pemrosesan akhir sampah.
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(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

(3) cara memfasilitasi dan/atau menjadikan fasilitas tempat sampah organik dan
anorganik dan/atau tempat sampah basah dan kering di rumah tangga,
kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 7

(1) Pemilahan sampah oleh pelaku usaha dilakukan dengan cara pengelompokan
dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah sejenis
sampah sejenis sampah rumah tangga, permukiman, kawasan khusus,
fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara memfasilitasi dan/atau menjadikan fasilitas tempat sampah organik dan
anorganik dan/atau tempat sampah basah dan kering di kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 8

Pemilahan sampah oleh masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan
fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dan / atau tempat sampah basah
dan kering disetiap rumah tangga menyediakan dan memfasilitasi tersedianya
tempat sampah organik dan anorganik dan/atau tempat sampah basah dan
kering kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas sosial dan fasilitas
lainnya.

Pasal 9

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dilakukan sejak
pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga, kawasan permukiman,
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas
umum dan fasilitas lain ke TPS, TPS3 R sampai ke TPA dengan tetap menjamin
terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 10

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c
yang dilakukan Pemerintah Daerah, meliputi :
a. pengangkutan sampah dari TPS / TPST ke TPA; dan
b. pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas
lainnya sampai ke TPA.

(2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c
yang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi:
a. pengangkutan sampah kawasan pemukiman;
b. kawasan komersial,
c. kawasan industri; dan

d. kawasan khusus.
dari sumber sampah sampai ke TPS / TPST dan / atau TPA. %



(3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
oleh pengelola kawasan dan/atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk
oleh pengelola sampah.

(4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c
yang di lakukan oleh masyarakat, meliputi ;

a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST; dan

b. sampah kawasan permukiman , kawasan komersial , fasilitas sosial dan
fasilitas lainnya ke TPS/TPST.

(5) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c
dapat di lakukan oleh pengelola kawasan dan/atau lembaga pengelola
sampah yang di bentuk oleh RT/ RW.

(6) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana di maksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tetap menjamin terpisahnya sampah
sesuai dengan jenis sampah.

(7) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan
kesehatan lingkungan, kenyaman dan kebersihan.

Pasal 11

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d
dilakuan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan
kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 12

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e
dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke
media lingkungan secara aman.

Pasal 13

(1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali (controlled landfill), yaitu metode pengurugan
di areal pengurugan sampah, dengancara dipadatkan dan ditutup dengan
tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 (tujuh)hari.

b. metode lahan urug saniter (sanitary landfill yaitusarana pengurugan
sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis,
dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta
penutupan sampah setiap hari; dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 14

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib
menyediakan lahan untuk TPA disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten.

(2) TPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi menjadi tiga Zona yaitu Zona
Utara, Zona Tengah dan Zona Selatan.

(3) Zona sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah
Daerah:
a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
b. menyusun analisis biaya dan teknologi;
c. menyusun dokumen lingkungan hidup; dan
d. menyusun rancangan teknis.

(5) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus dilengkapi:
a. fasilitas dasar, antara lain: jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air
bersih, pagar, dan kantor;

. b. fasilitas perlindungan lingkungan,antara lain lapisan kedap air, saluran
pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji
atau pantau, dan penanganan gas;

c. fasilitas operasi, antara lain alat berat serta truk pengangkut sampah dan
tanah; dan/atau

d. fasilitas penunjang, antara lain bengkel, garasi, tempat pencucian alat
angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan,alat
pelindung keselamatan dan kesehatan, jembatan timbang, laboratorium,
dan tempat parkir

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
. Pelaksana Pengelolaan Sampah

Pasal 15

Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan oleh:
Pemerintah daerah;

Masyarakat;

Pelaku usaha dan/atau kegiatan;

Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah; dan
Pemerintah Desa/Kelurahan.
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Paragraf 1
Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 16
(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melalui

Dinas melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah dari TPS sampai ke TPA.

(2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam kegiatan Pengelolaan Sampah dapat 7
memberikan pelayanan Pengelolaan Sampah kepada penghasil sampah.



Pasal 17

(1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola
sampah secara mandiri atau belum bekerjasama dengan penyedia jasa
Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan
Sampah, dapat meminta jasa layanan Pengelolaan Sampah dari Dinas.

(2) Penyedia jasa Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan
Pengelolaan Sampah dan belum mampu memberikan pelayanan kepada

pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan Pengelolaan Sampah
dari Dinas

Pasal 18

(1) Dinas dalam melaksanakan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah, harus
menerapkan konsep penanganan dan pengelolaan sampah yang meliputi:
a. upaya pengurangan sampah (Reduce),
b. pemanfaatan kemabali (Reuse); dan
c. daur ulang (Recycle),
yvang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Jenis Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari :
a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan dan pemrosesan akhir; atau
b. Pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengumpulan sampah dari penghasil
sampah sampai ke TPS/TPST,transferdepo,dan /atau transfertation;
2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan sampah berupa pengangkutan
sampah dari TPS/TPST,transferdepo dan tau/transfertation sampah ke
TPA; dan
3. Pelayanan insidentil yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada
masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri
ketransferdepo, TPS/TPST, atau container persampahan milik
Pemerintah Daerah atau Desa.

Pasal 19

Prosedur permohonan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah:

a. Permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan
mengisi blanko permohonan yang telah disediakan;

b. Dinas melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;

c. Dinas berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan:
1. Jenis layanan;
2. Jenis dan tarif retribusi; dan
3. Sistem pembayaran retribusi.

d. Penggunaan jasa pelayanan persampahan dituangkan dalam bentuk
perjanjian pemanfaatan layanan persampahan.



Paragraf 2
Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat

Pasal 20

(1) Pengelolaan Sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf b dilakukan melalui lembaga Pengelola Persampahan.

(2) Lembaga Pengelola Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pengelola persampahan
mandiri; dan atau
b. perseorangan bekerjasama dengan penyedia jasa Pengelolaan Sampabh.

Pasal 21

(1) Persyaratan Lembaga Pengelola Persampahan Mandiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit mempunyai:
a. pengurus;
b. masyarakat penghasil sampabh;
Cc. sarana prasarana; dan
d. biaya operasional.

(2) Pengurus lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

Pasal 22

Lembaga Pengelola Persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) huruf a wajib melaksanakan tahapan pengelolaan sampah
dilingkungannya, dan mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke
wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola persampahan
mandiri yang baru.

Pasal 23

Lembaga Pengelola Persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) huruf a dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib
memenuhi ketentuan:

a. sampah yang dihasilkan wajib diolah di TPS, TPS 3 R dan sisa hasil
pengolahan wajib dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur
ulang dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga; dan

b. hasil Pengelolaan Sampah mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.

Pasal 24

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c
merupakan penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah Mandiri
disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola persampahan mandiri
atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulan.

(2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola persampahan mandiri.




Pasal 25

Biaya operasional lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diusahakan sendiri oleh Lembaga
Pengelola Persampahan Mandiri.

Paragraf 3
Pengelolaan Sampah Oleh Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan

Pasal 26

(1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf ¢ dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah diutamakan secara
mandiri.

(2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan TPS di lokasi kegiatan
dan sesuai dengan tata ruang.

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum dapat melaksanakan
kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerjasama dengan
penyedia jasa Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan
Pengelolaan Sampah.

Paragraf 4
Pengelolaan Sampah Oleh Penyedia Jasa

Pasal 27

(1) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf d dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah dari sampah rumah
tangga ke TPA.

(2) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola
sampah secara mandiri dapat bekerjasama dengan penyedia jasa Pengelolaan
Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan Sampah.

(3) Jasa pelayanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh penyedia jasa
Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan
Sampah dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

Pasal 28

Jasa pelayanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh penyedia jasa

perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:

a. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPST, dilakukan pemilahan
kemudian residu diangkut ke TPA:

b. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPST, dilakukan pemilahan
kemudian residu diangkut ke TPA;

c. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPST, dilakukan pemilahan dan
pengompasan, residu diangkut ke TPA; dan/atau

d. Penampungan sampah anorganik hasil pemilahan.

Pasal 29

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh penyedia jasa yang
berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:
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a. pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai di TPS 3
R, Transferdepo, transferstation, atau pengangkutan sampah dari sumber
sampah sampai TPA;

b. pengangkutan sampah dari TPS, TPS 3 R, transferdepo, atau transferstation
ke TPA; dan/atau

c. pengelolaan sampah yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan
Persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
pengelola sampah dengan penyedia jasa Pengelolaan Sampah.

Paragraf 5
Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 30

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e
dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah dari sampah rumah tangga ke
TPS/TPST.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat menyediakan dan merekomendasikan
lokasi yang sesuai untuk TPS/TPST.

(3) Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan Pengelolaan Sampah melalui
koordinasi dan konsolidasi dengan Kecamatan dan Dinas.

(4) Pemerintah Desa /Kelurahan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya
mengelola sampah secara mandiri dapat bekerjasama dengan penyedia jasa
Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan
Sampabh.

Bagian Kedua
Tempat Pengelolaan Sampah

Pasal 31

Tempat Pengelolaan Sampah di:

a. sumber Sampah;

b. TPS Skala Desa/Kelurahan;

c. Pasar Dan Terminal;

d. Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi
Pemerintah Dan Swasta; dan atau

e. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri

Paragraf 1
Pengelolaan Sampah Di Sumber Sampah

Pasal 32

(1) Pengelolaan di sumber sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf
a, meliputi kegiatan:

penyediaan wadabh;

pengurangan;

pemilahan;

pengumpulan;

pengangkutan; dan f/

pembuangan secara terpisah serta pengolahan.
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(2) Pengurangan sampah di sumber dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R

(Reduce, Reuse, Recycle).

(3) Pemilahan sampah di sumber sampah meliputi pengelompokan ke dalam

wadah yang berbeda, antara lain :

a. Wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan

sampah sejenis rumah tangga dan/atau sampah organik;

b. Wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga dan/atau

sampah anorganik; dan

c. Wadah sampah warna merah untuk jenis sampah B3 rumah tangga.

(4) Operasional pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke TPS dilakukan oleh
masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan secara mandiri/swakelola dan/atau

kerjasama dengan penyedia jasa Pengelolaan Sampah.

Pasal 33

(1) Wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus

memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
a. tidak mudah rusak dan kedap air ;

b. ekonomis dan mudah diperoleh;

c. mudah dikosongkan.

(2) Penentuan ukuran wadah sampah ditentukan berdasarkan :
a. jumlah penghuni ;
b. jumlah timbulan sampabh ;
c. frekuensi pengambilan sampah ;
d. cara pemindahan sampah ; dan
e. sistem pelayanan individu atau komunal.

(3) Penempatan lokasi wadah sampah adalah sebagai berikut:
a. wadah sampah individual di tempatkan di halaman muka ;

b. wadah sampah untuk sumber sampah dari restoran dan hotel

ditempatkan di halaman belakang.

(4) Penempatan lokasi wadah sampah skala komunal memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :
a. sedekat mungkin dengan sumber sampabh,;
b. tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya;
c. di luar jalur lalu lintas; dan
d. di sekitar taman dan pusat keramaian.
(5) Ketentuan TPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. kapasitas minimal 6 m?® (enam meter kubik);
b. letak TPS tidak boleh tergenang air (harus selalu kering); dan

c. harus menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(6) Pemilihan jenis wadah sampah maupun penempatannya
mempertimbangkan unsur estetika lingkungan.
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Paragraf 2
Pengelolaan Sampah Di TPS Skala Desa/Kelurahan

Pasal 34

(1) Pengelolaan sampah di TPS skala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf b merupakan tempat penampungan sampah sebelum
sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan di setiap Desa/Kelurahan
dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.

(2) Penyediaan lahan untuk TPS skala Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab
Desa/Kelurahan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah.
(3) Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Kecamatan dan Instansi terkait
dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengajukan surat

permohonan pelayanan persampahan/kebersihan

Paragraf 3
Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

Pasal 35

(1) Pedagang pasar dan terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan
menyediakan wadah sampah terpilah.

(2) Pedagang pasar wajib menyetorkan retribusi sampah kepada pengelola pasar
atau petugas lain yang ditunjuk oleh instansi teknis.

(3) Pedagang di terminal wajib menyetorkan retribusi sampah kepada pengelola
terminal.

(4) Pengelola sampah pasar/terminal menyediakan TPS sesuai dengan potensi
vang dimiliki

(5) Potensi yang dimaksud pada ayat (4) dapat diukur dari volume sampah yang
ditimbulkan.

(6) Pelayanan pengangkutan sampah pasar/terminal dilaksanakan oleh Dinas
dengan mempertimbangkan volume dan jenis sampah.

Paragraf 4
Pengelolaan Sampah Di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik
Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi Pemerintah Dan Swasta

Pasal 36

(1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi
Pemerintah dan Swasta wajib melakukan pemilahan sampah dan
menyediakan wadah sampah terpilah.

(2) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampah an-
organik dan sampah B-3 Rumah Tangga.

(3) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah,
Instansi Pemerintah dan Swasta wajib menyediakan TPS sesuai dengan
potensi yang dimiliki.

(4) Rumah Sakit, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, dan lembaga swasta lainnya
dapat bekerjasama dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke
TPA dengan mengajukan surat permohonan pelayanan persampahan.



Paragraf 5
Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial,
dan Kawasan Industri

Pasal 37

(1) Pengelolaan Sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, dan
kawasan industri, meliputi kegiatan penyediaan wadah, pengurangan
pemilahan,pengumpulan,pengangkutan dan pembuangan secara terpisah
serta pengolahan.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri,
wajib menyediaan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri

dapat bekerjasama dengan mengajukan surat permohonan pelayanan
Persampahan

BAB V
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA PERSAMPAHAN -
Pasal 38

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Pengelola Persampahan.

(2) Lembaga Pengelola Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
berupa UPT Persampahan atau BLUD persampahan.

(3) Pembentukan UPT Persampahan atau BLUD Persampahan dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Desa/Kelurahan, Kecamatan,
kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya.

(5) Desa/Kelurahan memfasilitasi pembentukan lembaga atau kelompok
pengelolaan sampah di tingkat Dusun atau Lingkungan. '

Pasal 39
(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tingkat

Desa/Kelurahan memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat
dusun/lingkungan;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat
rumah tangga sampai tingkat dusun/lingkungan; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat
pengolahan sampah terpadu tingkat Kecamatan.

(2) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan,;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat
desa/ kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat
pengolahan sampah terpadu ke Dinas.
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(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada
kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab :

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3 R atau ke TPA;
dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 40

(1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam Pengelolaan
Sampah untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang
kondusif, dan mampu mengelola sampah secara mandiri.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menjaga kebersihan lingkungan,;

b. aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah baik secara umum maupun
dalam kegiatan 3R pada skala sumber sampabh;

c. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan
dalam Pengelolaan Sampah;

d. menumbuhkan kepeloporan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah ;

e. memberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam
upaya peningkatan pengelolaan sampah.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 41

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib
memiliki izin dari Bupati.

(2) Jenis usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Pengangkutan Sampah; dan
b. Pengolahan Sampah.

(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

a. melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan Kartu Tanda
penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang sah;

b. melampirkan fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak
wajib AMDAL;

c. melampirkan fotokopi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL
dan UPL;

d. melampirkan izin mendirikan bangunan,;



e. melampirkan fotocopy izin gangguan; dan
f. melampirkan foto copy dokumen dan disain Instalasi Pengelolaan Air
Limbah (IPAL).

(4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang
ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:

jenis usaha dan volume Sampah yang dikelola;

jenis Sampah dan sumber Sampah yang dikelola;

denah letak Pengelolaan Sampah dan saluran pembuangan limbah;

skema Pengelolaan Sampah dan cara kerjanya;

hasil pemantauan kualitas Pengelolaan Sampah,;

prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan

kelayakan alat angkut Sampah.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 42

(1) Setiap Orang yang mengajukan izin Pengelolaan Sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib mengajukan surat permohonan
kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
dipenuhinya persyaratan.

(3) Izin berlaku untuk jangka waktu S (lima) tahun untuk dan dapat diperbarui
kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

(4) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan
kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik.

BAB VIII
JASA PELAYANAN SAMPAH DI DESA/KELURAHAN
Pasal 43

(1) Pemungutan jasa pelayanan sampah dapat dilaksanakan oleh
Desa/Kelurahan, BUMDES, atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
untuk sampah rumah tangga.

(2) Pemungutan jasa pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Desa/Kelurahan.



BAB IX
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN
Pasal 44

(1) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Sampah
dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

(2) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan secara berkala dengan
sasaran:
a. Monitoring
b. Mengevaluasi kinerja sistem pengelola sampah: dan
c. Potensi data untuk pengembangan

(3) Bupati dalam melaksanakan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Pengawas.

(4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Perangkat
Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan
sampah dan Limbah B3, serta dapat mengikut sertakan unsur masyarakat.

(5) Pengawasan internal pemerintahan dalam pelaksanaan penanganan sampah
dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 45

Setiap pemegang ijin Pengelolaan Sampah yang melanggar ketentuan dikenai
sanksi administrasi berupa :

teguran lisan ;

tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

paksaan pemerintahan,;

uang paksa; dan/atau

pencabutan izin.
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Pasal 46

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dikeluarkan
oleh Bupati atau Kepala Dinas dalam hal sebagai berikut :
a. Tidak melaksanakan kewajiban dalam Pengelolaan Sampah ;
b. Melanggar larangan dalam Pengelolaan Sampah ;
c. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam ijin pelayanan Pengelolaan Sampah yang telah diperoleh.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai
berikut :
a. Teguran tertulis I;
b. Apabila Teguran tertulis I dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak
diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan Teguran tertulis II;
c. Apabila Teguran tertulis II dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak
diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan Teguran tertulis III.



Pasal 47

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf ¢ dilakukan apabila pemegang ijin tidak mematuhi Teguran tertulis III
dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkannya Teguran tersebut.

(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam Surat Keputusan Penghentian sementara kegiatan
Usaha yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Selama Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat
(2), pemegang ijin dilarang melakukan kegiatan usaha.

(4) Dalam hal kegiatan usaha di Penghentian sementara kegiatan maka
Pengelolaan Sampah dan pemungutan retribusinya diambil alih oleh
Pemerintah Daerah.

(5) Jangka waktu Penghentian sementara kegiatan berlaku selama 1 (satu) bulan
terhitung sejak dikeluarkan penetapan pengentian ijin.

(6) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang telah dihentikan sementara kegiatan
usahanya dapat diberikan ijin kembali untuk melaksanakan kegiatan
usahanya apabila telah melaksanakan Teguran dengan melakukan perbaikan
dan melaksanakan kewajibannya.

(7) Pemberian kembali ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkandengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 48

(1) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d
dilaksananakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf e disetorkan ke kas
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f dapat
dilaksanakan secara langsung atau apabila pemegang ijin tidak
melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha setelah melampaui batas waktu
penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

(2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam
Surat Keputusan Pencabutan ljin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 50

(1) Dalam hal selama diberlakukan penghentian sementara kegiatan usaha atau
setelah dilakukan pencabutan ijin, pemegang ijin masih melakukan usahanya
maka dapat dilakukan tindakan oleh Polisi dan Pemerintah Daerah.

(2) Tindakan polisionil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
penghentian kegiatan secara permanen.



BAB XI
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan dan pengelola
sampah yang melakukan:

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

c. pengurangan timbulan sampah; dan

d. tertib penanganan sampabh.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada perorangan atau
pengelola sampah yang melakukan:

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

b. pelanggaran tertib penanganan sampabh.

Pasal 53
(1) Insentif kepada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat
berupa:
a. pemberian penghargaan; dan/atau

b.

pemberian subsidi atau keringanan.

(2) Insentif kepada pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
dapat berupa:

a.
b.
c.

pemberian penghargaan;

pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;

pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu
tertentu;

penyertaan modal daerah; dan/atau

pemberian subsidi.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 54

(1) Disinsentif kepada lembaga atau perseorangan dapat berupa :

a.
b.

penghentian subsidi; dan/atau
denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada pengelola sampah dapat berupa :

a.
b.

C.

penghentian subsidi;
penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
denda dalam bentuk uang/barang/jasa.



Pasal 55

(1) Bupati melakukan penilaian kepada setiap Orang atau pengelola sampah
atas:
a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan Sampah;
d. tertib penanganan Sampabh;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
membentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penilaian Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Pasal 56

Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif adalah sebagai berikut :

a. Tim Penilai melakukan penilaian bagi perorangan atau lembaga pengelola
sampah dua kali dalam setahun.

b. Tim Penilai melakukan rapat teknis yang dilanjutkan dengan peninjauan ke
lokasi.

c. Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan ke lokasi, tim teknis bidang
membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

d. Rekomendasi yang diterima akan diproses oleh Dinas dan dilaporkan kepada
Bupati.

Pasal 57

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan
Pasal 55 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 58
Pemberian insentif kepada seseorang atau pengelola sampah yang sekurang-
kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
menyerap banyak tenaga kerja lokal;
menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
memberikan kontribusi bagi pengurangan timbulan sampah;
pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
melakukan alih teknologi pengelolan sampah;
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam
pengelolaan sampah; atau
h. bermitra dengan Bank Sampah.

® ™o Qo o



Bagian Kelima
Kriteria Pemberian Disinsentif

Pasal 59

Pemberian Disinsentif kepada seseorang atau pengelola sampah yang sekurang-
kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

Tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
Tidak menggunakan sumberdaya lokal;

Tidak memberikan kontribusi bagi pengurangan timbulan sampah;
Pengelolaan samapah tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
Belum melakukan alih teknologi;

Belum ada inovasi; atau

Belum bermitra dengan Bank sampah.
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BAB XII
PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lombok
Barat Nomor 6.A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
Persampahan/Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Jaw=r 208
BUPA BOK BARAT,

—

H. FAUZAN XHALID
Diundangkan di Gerung ¥/
pada tangga_l % 3unu o | ,'),‘Dl%

SEKRETARIS DAERAH

2 KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR 05-



